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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus 

inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar 

pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

  

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  A = أ

ي أ I = أ   = Ai   إي = ī 

 ū = أو Au = أو U = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

  Contoh: 

جميلت أة مر          Ditulis   mar’atun jamilah 

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

  Contoh: 

طمت فا      Ditulis   fatimah 
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4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

 Contoh: 

بنا ر     Ditulis  rabbana 

 Ditulis   al-bir   البر 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh: 

 Ditulis   asy-syamsu الشمس

جل الر  Ditulis   ar-rajulu 

ة السيد  Ditulis  as-sayyidah 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.  

 Contoh: 

 Ditulis  al-qamar القمر

يع البد  Ditulis  al-badi’ 

ل الجلا  Ditulis   al-jalil 

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan 

tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf 

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /‟/. 

 Contoh: 

مرث أ  Ditulis  umirtu 

   Ditulis  syai’un شيء
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ABSTRAK 

 

 

Fikro, Nofiyatul. 2014116009. 2021. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 

27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik Terhadap Pembiayaan 

Barang Modal (Studi Di Kspps Btm Cabang Wiradesa). Skripsi Fakultas 

Syariah/S1 Hukum Ekonomi Syariah. Institut agama Islam Negeri (IAIN) 

Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Sam’ani, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Ijarah Muntahiya Bittamlik, Pembiayaan, Barang Modal. 

 

 

KSPPS BTM Cabang Wiardesa merupakan salah satu Lembaga Keuangan 

Syariah yang menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam produk 

pembiayaannya, Ijarah Muntahiya Bittamlik berarti sewa menyewa barang dimana 

pada akhir masa sewa terdapat perpindahan kepemilikan barang yang disewa. 

Seperti halnya pengajuan pembiayaan pada umumnya pihak penyewa datang ke 

BTM Wiradesa dengan maksud dan tujuan untuk pembiayaan pengadaan barang, 

setelah pengajuan pihak BTM mencarikan barang yang diinginkan oleh pihak 

penyewa dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, hak serta kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pihak penyewa, akan tetapi pihak BTM tidak menjelaskan 

mengenai perpindahan kepemilikan barang apakah menggunakan jual beli 

ataupun hibah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana mekanisme 

akad Ijarah Muntahiya Bittamlik terhadap pembiayaan barang modal di KSPPS 

BTM Cabang Wiradesa. (2) Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 

27/SN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bitamlik terhadap pembiayaan 

barang modal di KSPPS BTM cabang Wiardesa. Jenis penelitian ini yaitu 

penelitian lapangan (field research) dimana peneliti mengumpulkan data tentang 

permasalahan terkait dengan datang ke lokasi penelitian dan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pada data deskripsi 

dalam bentuk kata-kata serta Bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan barang modal di 

BTM Cabang Wiardesa menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai 

dengan ketentuan Fatwa DSN yang berlaku. Perjanjian untuk melakukan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani dan 

janji yang mengikat bahwa pada masa akhir sewa terjadi perpindahan kepemiikan. 

Di BTM Wiardesa proses perpindahan objek sewa menggunakan Hibah, dimana 

pihak BTM langsung memberikan objek sewa tersebut kepada penyewa setelah 

terjadinya pelunasan, hanya saja dalam proses pembiyaan tidak terdapat 

penyusutan objek yang disewa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat 

menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk ekonomi Islam 

meningkat. Meningkatnya produk-produk ekonomi Islam merupakan 

tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan 

berinovasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. 

Dalam mengembangkan produk yang berprinsip syariah maka harus terhindar 

dari unsur riba, gharar dan maitsir
1
, sehingga para cendikiawan serta praktisi 

yang berada dalam lembaga keuangan syariah berinovasi dengan 

mengembangkan bentuk akad terdahulu yang ada sejak zaman Nabi menjadi 

bentuk akad baru dengan menyesuaikan perkembangan zaman.
2
 Salah satu 

dari pengembangan bentuk akad yaitu penggabungan antara sewa menyewa 

dengan jual beli, dimana penyewa dapat membeli barang yang disewa pada 

saat berakhirnya masa sewa.
3
 Dari penggabungan akad tersebut munculah 

satu kesatuan hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan.
4
 

                                                           
1
 Mohammad Fakhruddin Mudzakkir dan Andi Nu Graha, Tinjauan Syariah Tentang 

Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiya Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah, (Malang: 

Jurnal An-Nisbah, Vol.01, No.02, April 2015), h.71. 
2
 Nasrulloh Ali Munif, Analisis Aakad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Kediri: Jurnal Ahkam, Vol.4, No.1, Juli 2016), 

h.58. 
3 
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.159.

 

4
 Dzakkiyah Rusydatul Umam, dkk, Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Universitas 

Brawijaya, Fakultas Hukum, h.3. 
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Sewa-menyewa dengan perpindahan kepemilikan sebenarnya telah 

umum dilakukan dalam masyarakat, namun belum ada peraturan yang 

menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat berdasarkan prinsip Syariah. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Dewan Syariah 

Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan 

prinsip syariah yaitu akad Ijarah Muntahiya Bittamlik karena dipandang perlu 

untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
5
 Peran penting yang 

dimiliki Dewan Syariah Nasional yaitu dalam mengembangkan produk-

produk pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank, karena 

setiap fatwa yang dikeluarkan memiliki kewenangan dan kekuatan ilimiah 

dalam pelaksanaan usaha ekonomi syariah yang dijalankan. Karena itu 

lahirlah fatwa DSN mengenai hal yang mengatur tentang Ijarah Muntahiya 

Bittamlik yaitu Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.
6
 

Lembaga keuangan syariah berlomba-lomba untuk menjadikan akad 

Ijarah Muntahiya Bittmalik sebagai salah satu dari produk layanan, termasuk  

dilakukan oleh KSPPS BTM Wiradesa. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah atau disingkat dengan KSPPS BTM 

Wiradesa merupakan lembaga keuangan nonbank yang dijalankan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut bahasa, Baitut Tamwil 

merupakan gabungan antara kata Bait yang berarti rumah, dan Tamwil yang 

berarti mengembangkan harta kekayaan apabila digabungkan Baitut Tamwil 

memiliki arti tempat untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan 

                                                           
5
 Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik. 

6
 Winda Ayu Lestari, Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Produk 

Pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Fatwa 

DSN-MUI, Skripsi Hukum, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h.1. 
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investasi bagi pengusaha mikro dengan cara menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas ekonomi.
7
 

KSPPS BTM Wiradesa memiliki berbagai produk layanan pembiayaan, 

salah satunya Pembiayaan dengan menggunakan Akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan penggabungan antara sewa 

dengan jual beli, atau sewa-menyewa barang yang diikuti dengan 

perpindahan kepemilikan pada saat berakhirnya masa sewa dari pihak 

pemberi sewa kepada penyewa.
8
 Yang membedakan antara Ijarah Muntahiya 

Bittamlik dengan Ijarah biasa yaitu adanya perpindahan kepemilikan barang 

di akhir masa sewa dalam transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik, sedangkan 

dalam transaksi Ijarah biasa tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan.
9
 

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 

tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik menjelaskan bahwa sebelum 

melaksanakan akad Ijarah Muntahiya Bittmalik terlebih dahulu harus 

melaksanakan akad Ijarah, baik pemindahan kepemilikan dengan jual beli 

maupun dengan pemberian (Hibah), sedangkan Janji pemindahan 

kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah hukumnya tidak mengikat 

tetapi apabila janji ingin dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan 

kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
10

 

Dalam pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di KSPPS BTM 

Wiradesa dilakukan dengan cara calon nasabah melakukan pengajuan 

                                                           
7
 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil, (Bandung; CV Pustaka 

Setia, 2013), h.v. 
8
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), 

h.216. 
9
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h.118. 
10

 Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahoya Bittamlik. 



4 
 

pembiayaan atas pengadaan kendaraan roda empat dengan mengisi formulir 

yang telah disediakan oleh pihak BTM, kemudian pihak BTM mengirim surat 

persetujuan permohonan pembiayaan ke alamat calon nasabah tersebut untuk 

dilakukan tindak lanjut pengadaan barang, sebelum melakukan pengadaan 

barang terlebih dahulu penandatangan perjanjian pembiayaan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik. 

 Pengadaan barang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pihak BTM 

yang mencarikan barang atau nasabah yang mencari barang sendiri, tetapi di 

sini calon nasabah mencari barang sendiri dengan ketentuan membawa surat 

kuasa dari pihak BTM. Surat kuasa dari pihak BTM untuk melakukan 

pembelian kendaraan roda empat ditunjukkan kepada pihak penyedia barang, 

yang kemudian pihak penyedia barang mengeluarkan covernote (surat 

keterangan) untuk diberikan kepada pihak BTM, setelah barang tersedia, 

selanjutnya serah terima barang kepada nasabah. 

Di dalam perjanjian pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik tidak 

dijelaskan secara rinci bagaimana perpindahan kepemilikan barang itu 

dilakukan, sedangkan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur 

tentang akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, perpindahan kepemilikan harus 

disepakati di awal perjanjian. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik di KSPPS BTM Wiradesa telah sesuai dengan 

ketetapan Fatwa DSN MUI yang telah mengatur sedemikian rupa, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENERAPAN 

FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG IJARAH 
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MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG 

MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mekanisme akad Ijarah Muntahiya Bittamlik terhadap 

pembiayaan barang modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa ? 

2. Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 

tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik terhadap pembiayaan barang modal 

di KSPPS BTM Cabang Wiradesa ? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui mekanisme akad Ijarah Muntahiya Bittmalik 

terhadap pembiayaan barang modal yang terjadi di KSPPS BTM 

Cabang Wiradesa. 

b. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No.27/DSN-

MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik terhadap 

pembiayaan barang modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa. 

 



6 
 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan ataupun manfaat dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama di bidang Muamalah mengenai akad-akad transaksi dalam 

hukum Islam. 

b. Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

bahan masukan atau rujukan terhadap permasalahan dalam transaksi 

lembaga keuangan, terlebih untuk memberi gambaran bagi yang ingin 

melakukan pembiayaan di lembaga keuangan. 

 

D. Kerangka Teori 

1. Ijarah 

a. Pengertian Ijarah 

Menurut pandangan para ulama, Ijarah memiliki arti yang 

berbeda-beda. Seperti menurut Hanafiyah, Ijarah merupakan Akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 

zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah, Ijarah 

merupakan Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Berbeda dengan 

pendapat Hasbi As-Shiddiqie, Ijarah merupakan Akad yang objeknya 
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ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat 

dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
11

 

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ijarah menyebutkan bahwa Ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri.
12

 Jadi, dapat dipahami bahwa Ijarah 

adalah perjanjian  sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa kepada 

orang lain untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dengan 

memberikan pembayaran sewa ataupun imbalan jasa tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan.
13

 

 

 

 

b. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar hukum Ijarah dirujuk dalam Fatwa DSN-MUI No. 

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Berikut landasan 

syariah tentang Ijarah : 

Firman Allah dalam Q.S al-Qashash [28]: 26: 

Artinya: “Seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

                                                           
11

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.114. 
12

 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 
13

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 245. 
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bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya.” 

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233: 

ٰٓ
 
تْ اِحْدٰيهُمَايٰ

َ
ال

َ
ٰٓق

َ
جِرْٰٓا

ْ
ٰٓبَتِ اسْتَا

 
مِيْنُٰٓ  هُ

َ ْ
وِىُّ الْ

َ
ق

ْ
جَرْتَ ال

ْ
يْرَمَنِ اسْتَا

َ
.اِنَّ خ  

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” 

Hadis Riwayat „Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-

Khudri, Nabi SAW bersabda: 

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 

upahnya”. 

c. Rukun Ijarah 

Rukun Ijarah meliputi: 

1) Musta’jir atau pihak yang menyewa; 

2) Mu’ajir atau pihak yang menyewakan; 

3) Ma’jur atau benda yang disewakan; dan 

4) Akad.
14

 

d. Macam-macam Ijarah 

Menurut para ulama, dilihat dari segi objeknya akad Ijarah 

dibagi menjadi dua. Pertama, Al-Ijarah bersifat manfaat, apabila 

                                                           
14

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h.246. 
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manfaat yang digunakan itu dibolehkan oleh syara‟ maka para ulama 

membolehkan, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan pakaian 

dan perhiasan. Kedua, Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu 

dengan cara mempekerjakan seseoarang untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang jelas dan dibolehkan oleh syara‟. 

Dalam Perbankan Syariah, Ijarah dibagi menjadi dua yaitu 

Ijarah Mutlaqoh dan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Ijarah Mutlaqoh 

atau Leasing adalah sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan 

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah gabungan antara sewa-menyewa 

dengan jual beli, atau sewa-menyewa barang diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa.
15

 

2.  Teori Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Di dalam dunia perbankan Ijarah muntahiya bittamlik dikenal 

dengan nama financial lease, yaitu perpaduan antara transaksi sewa 

menyewa dengan jual beli. Ijarah muntahiya bittamlik merupakan 

perjanjian sewa menyewa barang antara pemberi sewa (mu’ajir) dengan 

penyewa (musta’jir), pada akhir masa sewa terdapat perpindahan 

kepemilikan barang dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli 

barang tersebut.
16

 Yang membedakan antara Ijarah Muntahiya Bittamlik 

dengan Ijarah biasa adalah adanya perpindahan kepemilikan barang 

dalam akhir masa sewa dalam transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik, 

sedangkan dalam transaksi Ijarah biasa tidak diikuti dengan perpindahan 

                                                           
15

 Rosita Tehuayo, Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah, (Ambon: 

Jurnal Tahkim, Vol.XIV, No.1, 2018), h.90 
16

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011) h.161. 
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kepemilikan.
17

 Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah 

muntahiya bittamlik  menyebutkan bahwa sebelum melakukan akad 

Ijarah muntahiya bittamlik terlebih dahulu melaksanakan akad Ijarah. 

Setelah masa Ijarah selesai maka akad pemindahan kepemilikan itu 

muncul, baik dengan jual beli maupun hibah sesuai dengan janji yang 

disepakati diawal. Tetapi janji pemindahan kepemilikan tersebut tidak 

bersifat mengikat, hanya menunjukkan keinginan nasabah untuk memiliki 

barang diakhir masa sewa.
18

 

Ijarah Muntahiya Bittamlik memiliki dua bentuk dalam 

perpindahan kepemilikan. Yang pertama pada akhir masa sewa pihak 

yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewa. 

Yang kedua, pada masa akhir sewa pihak yang menyewakan berjanji akan 

menjual barang yang disewakan tersebut.
19

 Janji untuk menjual pada masa 

akhir sewa apabila pihak penyewa ingin memiliki barang yang disewa, 

sedangkan kemampuan fiansial untuk membayar sewa relatif kecil dan 

akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan belum mencukupi harga beli 

barang dan margin yang ditetapkan oleh bank. Maka pihak penyewa harus 

membeli barang tersebut tanpa diikuti dengan perjanjian baru diakhir 

masa sewa. Sedangkan janji untuk menghibahkan kepada pihak penyewa, 

apabila kemampuan finansial untuk membayar sewa relatif lebih besar 

dan akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan tersebut sudah bisa 

untuk menutupi harga beli barang dan margin yang ditetapkan oleh pihak 

                                                           
17

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Perss, 2001), h.118. 
18

 Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahoya Bittamlik. 
19

 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), 

h.218. 
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bank.
20

 Maka kepemilikan barang akan berpindah secara otomatis dari 

yang semula milik pihak bank menjadi milik nasabah tanpa adanya 

perjanjian baru.
21

 

3. Teori Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas Bank Syariah atau 

lembaga keuangan syariah, dimana dalam kegiatan ini nasabah yang 

sedang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah maka lembaga 

keuangan syariah akan memberikan atau menyalurkan dana kepada 

nasabah.
22

 Sedangkan pengertian pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 

1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi UU N0.10 Tahun 1998 

tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) yang berbunyi:  

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil”.
23

 

Pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah atau di lembaga 

keuangan syariah berdasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dengan 

pihak nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan  

tertentu.
24

 Tetapi, sebelum menyalurkan dana kepada pihak nasabah, 

terlebih dahulu pihak bank melakukan analisis pembiayaan, karena 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah didasarkan pada kepercayaan 

                                                           
20

 Ali Syukron, Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Syariah, 

(Banyuwangi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, 2012), h.80. 
21

 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan 

Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h.85. 
22

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.105. 
23

 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), 

h.2. 
24

 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2018), h.202. 
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bahwa pihak bank percaya nasabah yang melakukan pembiayaan akan 

bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang telah diterima sesuai 

dengan tenggang waktu yang telah disepakati diawal.
25

 Berbeda dengan 

bank konvensional yang memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit dan 

tambahan pengembalian berupa bunga, di Bank Syariah tidak 

menggunakan sistem bunga karena sistem bunga termasuk riba dan 

diharamkan oleh syariat Islam. Bank Syariah menerapkan pembiayaan 

bebas dari riba, sehingga Bank Syariah menggunakan skema akad-akad 

berdasarkan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, 

musyarakah, Ijarah/Ijarah muntahiya bittamlik, salam/istishna’, qard, 

serta bentuk akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
26

 

Aktivitas pembiayaan ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi Bank 

Syariah itu sendiri, tetapi juga bagi nasabah, masyarakat dan pemerintah. 

Manfaat yang dirasakan oleh Bank Syariah dengan adanya aktivitas 

pembiayaan ini yaitu mendorong pegawai untuk meningkatkan 

kemampuan  memahami secara rinci aktivitas usaha nasabah, dengan 

adanya pembiayaan memberikan pengaruh yang cukup besar 

dibandingkan dengan aktivitas penyaluran dana yang lainnya dan 

menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah.
27

 Selain itu, dengan adanya 

penyaluran dana berupa pembiayaan menunjukkan keberpihakan Bank 

Syariah dalam kemajuan ekonomi masyarakat yang sangat penting 

                                                           
25

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.105. 
26

 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah...h.202 
27

 Ismail, Perbankan Syariah... h.105. 
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pengaruhnya terhadap bisnis Bank Syariah itu sendiri.
28

 Manfaat 

pembiayaan yang dirasakan oleh nasabah yaitu mampu meningkatkan atau 

memperluas volume usaha yang sedang dijalaninya seperti untuk membeli 

bahan baku, pengadaan mesin atau peralatan kerja sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dan volume penjualan nasabah. Selain itu, nasabah 

bebas memilih jenis pembiayaan dengan akad yang sesuai kehendak 

nasabah dengan jangka waktu pembayaran sesuai dengan jenis 

pembiayaan yang diambil dan bank akan memberikan fasilitas yang 

dibutuhkan oleh nasabah. 

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan adanya 

pembiayaan yang diadakan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan 

syariah mampu mengurangi jumlah pengangguran, karena dengan adanya 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mampu meningkatkan kinerja 

dan volume penjualan, sehingga nasabah tersebut membutuhkan tenaga 

kerja untuk membantu dalam kegiatan penjualan tersebut. Manfaat lain 

yang dirasakan yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat yang 

melakukan pelayanan jasa di Bank Syariah, sedangkan manfaat yang 

dirasakan oleh pemerintah yaitu dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, 

karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan 

dapat meningkatkan volume produksi yang berpengaruh pada peningkatan 

volume usaha, dengan adanya peningkatan volume usaha maka akan 

membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga terciptanya lapangan 

                                                           
28

 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2018), h.202. 
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pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara 

tidak langsung meningkatkan pendapatan secara nasional.
29

 

 

4. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik diajukan oleh nasabah 

yang ingin memiliki suatu barang untuk kegiatan atau aktivitas tertentu 

tetapi tidak mampu untuk membayar secara tunai sehingga nasabah 

membutuhkan jasa penyewaan barang sampai jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran dilakukan setiap bulannya. Dengan kondisi tersebut 

maka nasabah mengajukan pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

kepada pihak Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah yang memiliki 

produk tersebut.
30

 Dalam hal pembiayaan berupa barang modal ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank dan nasabah 

meliputi: Pihak bank dan nasabah harus melakukan perjanjian 

menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, kemudian nasabah 

menjelaskan spesikasi barang yang ingin disewa serta melihat harga 

barang dan kemampuan membayar nasabah. Setelah mengetahui 

kemampuan nasabah dalam membayar angsuran sewa, pihak bank 

menentukan jangka waktu pembayaran karena didalam transaksi 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik nasabah harus membayar seluruh 

harga barang yang disewa tersebut. 

                                                           
29

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.111-112. 
30

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), h.157. 
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Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya pihak 

bank membeli barang atau objek sewa yang diinginkan oleh pihak 

nasabah dari supplier. Kemudian supplier menyiapkan barang yang telah 

dibeli dan mengirimkan dokumen barang, selanjutnya pihak bank 

membayar kepada supplier dan mengirimkan barang tersebut bersama-

sama kepada nasabah tetapi tidak menyertakan dokumen barang, karena 

dokumen barang disimpan oleh pihak bank.
31

 Terdapat persyaratan 

didalam perjanjian yang harus dilengkapi oleh nasabah setelah menerima 

barang atau objek sewa tersebut.
32

 Selanjutnya nasabah membayar uang 

sewa atas imbalan yang telah disepakati dalam perjanjian setiap bulannya 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

Setelah masa sewa berakhir dan nasabah memilih untuk membeli barang 

yang disewa maka nasabah membayar sisanya dan pihak bank 

menyerahkan dokumen kepemilikan kepada pihak nasabah.
33

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebenarnya penelitian mengenai penerapan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik sudah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, namun untuk 

menguji validitasnya adalah dengan cara menelaah atas penelitian terdahulu. 

Oleh karena itu, kiranya penulis meneliti tentang “Penerapan Fatwa Dsn-Mui 

Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik Terhadap 

Pembiayaan Barang Modal (Studi Di Kspps BTM Cabang Wiradesa)”. 

                                                           
31

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h.163. 
32

 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Prakti Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.186. 
33

 Ismail, Perbankan Syariah...h.164. 
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Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 

No. Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Perbedaan 

1. Erni Septiawati 

“Implementasi 

Pembiayaan 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik di BRI 

Syariah kantor 

Cabang Pembantu 

Natar”.
 34

 

Berfokus pada 

Implementasi 

pembiayaan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

di BRI Syariah KCP 

Natar. 

Penelitian ini berfokus 

pada mekanisme dan 

penerapan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

terhadap barang modal 

berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002 

di KSPPS BTM 

Cabang Wiradesa. 

2. Fitria Sari Irawan 

“Analisis 

Penerapan 

Transaksi Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) 

Berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI 

No.27/DSN-

Berfokus pada 

Penerapan 

pembiayaan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

di PT ALIF, serta 

menganalisis 

kesesuaian 

berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 

Penelitian ini berfokus 

pada mekanisme dan 

penerapan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

terhadap barang modal 

berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002 

di KSPPS BTM 

                                                           
 

34
 Erni Septiawati, Implementasi Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah 

kantor Cabang Pembantu Natar, Tugas Akhir  (Metro: IAIN Metro, 2017). 
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MUI/III/2002 dan 

PSAK 107 serta 

Peraturan 

BAPEPAM-LK 

No. PER-

04/BL/2007”.
 35

 

27/DSN-MUI/III/2002 

dan PSAK 107 serta 

Peraturan BAPEPAM-

LK No. PER-

04/BL/2007”. 

Cabang Wiradesa. 

3. Maya Nur 

Resmawati 

“Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Praktek Akad Al-

Ijarah Al-

Muntahiya Bi Al-

Tamlik (Studi 

Kasus di KSPPS 

Amanah 

Weleri)”.
 36

 

Berfokus pada akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik yang dalam 

ketentuan Fatwa DSN 

MUI No.27 tahun 

2002 menyebutkan 

bahwa sebelum 

melakukan akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik harus 

melakukan akad 

Ijarah terlebih dahulu. 

Penelitian ini berfokus 

pada mekanisme dan 

penerapan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

terhadap barang modal 

berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002 

di KSPPS BTM 

Cabang Wiradesa. 

4. Anifatul 

Muthoharoh 

“Implementasi 

Berfokus pada 

Implementasi wa’ad 

dalam akad Ijarah 

Penelitian ini berfokus 

pada mekanisme dan 

penerapan akad Ijarah 

                                                           
35

 Fitria Sari Irawan, Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan 

BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007, Skripsi Ekonomi, (Depok: Universitas Indonesia, 2012). 
36

 Maya Nur Resmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Al-Ijarah Al-

Muntahiya Bi Al-Tamlik (Studi Kasus di KSPPS Amanah Weleri), Skripsi Hukum, (Semarang: 

UIN Walisongo, 2017). 
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Wa‟ad dalam 

Akad Ijarah 

Muntahiya Bi Al-

Tamlik Perspektif 

Fatwa Dewan 

Nasional Majelis 

Ulama Indonesia 

No.85/DSN-

MUI/XII/2002 

(Studi di Bank 

Jatim Syariah 

Kantor Cabang 

Sidoarjo)”.
 37

 

Muntahiya Bittamlik 

perspektif Fatwa 

DSN-MUI 

No.85/DSN-

MUI/XII/2012 dan 

implementasi wa’ad 

dalam akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

di Bank Jatim Syariah 

KC Sidoarjo. 

Muntahiya Bittamlik 

terhadap barang modal 

berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002 

di KSPPS BTM 

Cabang Wiradesa. 

5. Dian Wahyu 

Rofita “Analisis 

Penerapan Praktik 

Akuntansi Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik 

berdasarkan 

PSAK 107 di 

Bank Rakyat 

Berfokus pada 

Kesesuaian PSAK 107 

terhadap praktik 

akuntansi dalam akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik yang 

dilaksanakan oleh BRI 

Syariah KC Solo. 

Penelitian ini berfokus 

pada mekanisme dan 

penerapan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik 

terhadap barang modal 

berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002 

di KSPPS BTM 

                                                           
37

 Anifatul Muthoharoh, Implementasi Wa‟ad dalam Akad Ijarah Muntahiya Bi Al-

Tamlik perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.85/DSN-

MUI/XII/2012 (Studi di Bank Jatim Syariah kantor Cabang Sidoarjo), Skripsi Hukum, (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 
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Indonesia Syariah 

Kantor Cabang 

Solo”.
38

 

Cabang Wiradesa. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka 

metodologi yang digunakan untuk malakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data tentang 

permasalahan yang terkait penerapan dalam akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik yang kemudian dipaparkan dan dijelaskan bagaimana 

sesungguhnya penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik menurut Fatwa 

DSN-MUI. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, dimana pengumpulkan data  dalam mengkaji 

permasalahan penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik berdasarkan 

dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
38

 Dian Wahyu Rofita, “Analisis Penerapan Praktek Akuntansi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik Berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Solo”, Skripsi 

Ekonomi, (Surakarta: UIN Surakarta, 2018). 
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Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dimana 

sumber diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menjawab 

pertanyaan dalam penelitian ini.
39

 Sumber data primer ini diperoleh 

dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung kepada 

informan mengenai penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di 

KSPPS BTM Cabang Wiradesa. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

melalui sumber-sumber lain yang bertujuan untuk memperoleh 

landasan teori yaitu seperti buku-buku, artikel, jurnal yang 

berhubungan dengan penilitian ini.
40

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi 

merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui pengamatan 

secara langsung dilokasi penelitian
41

, yaitu di KSPPS BTM Cabang 

Wiradesa penulis secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk 

mengetahui bagaimana sesungguhnya mekanisme akad Ijarah 

                                                           
39

 Etta Mamang, Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.171. 
40

 Anis Fuad & Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.61. 
41

 Burhan & Bungin, Penilitian Kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan, public, dan 

ilmu social, (Jakarta: Kencana, 2011), h.118. 
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Muntahiya Bittamlik yang dilakukan di KSPPS BTM Cabang 

Wiradesa. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

berhadapan secara langsung dengan informan/narasumber yang 

kemudian diberi daftar pertanyaan untuk dijawab agar memperoleh 

data yang diharapkan dalam penelitian ini.
42

 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 

yaitu dilakukan dengan cara melihat atau mengamati dokumen-

dokumen resmi, seperti catatan harian ataupun buku-buku peraturan 

untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dalam penelitian 

ini.
43

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisi data merupakan metode pengumpulan data dari hasil 

penelitian di lapangan yang telah di klasifikasikan dan disusun yang 

selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis.
44

 Pada penelitian ini 

penulis menggunakan: 

a. Reduksi data 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan 

sesuatu yang dianggap penting sehingga dapat memberikan gambaran 

                                                           
42

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.89. 
43

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis...h. 92. 
44

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 

hlm. 192. 
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yang lebih jelas kepada peneliti dan memudahkan peneliti untuk 

mengambil data dan mengumpulkan data ketika diperlukan.
45

 

b. Penyajian data 

Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta 

pengambilan tindakan dalam penyajian data yang diambil secara 

deskriptif. Penulis akan menyajikan data yang telah di analisis secara 

deskriptif dari data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, 

serta buku-buku dan artikel dari website yang relevan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir penelitian 

kualitatif.
46

 Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan 

informasi yang tersusun pada suatu bentuk penyajian data yang 

menjadikan informasi tersebut, peneliti melihat apa yang sedang 

diteliti dan menentukan kesimpulan-kesimpulan yang benar sesuai 

dengan objek penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mudah dipahami dan 

sistematis, maka penulis menyusun beberapa bab yang terdiri dari masing-

masing sub-bab. Lebih jelasnya penulis menguraikan secara runtut 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

                                                           
45

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm.247. 
46

 Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009), h.89. 
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Bab I PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan 

teknik analisi data. 

Bab II AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP 

PEMBIAYAAN BARANG MODAL yang menjelaskan pengertian akad, 

pengertian Ijarah, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis Ijarah, 

menjelaskan pengertian Ijarah Muntahiya BIttamlik, dasar hukum, rukun dan 

syarat, ketentuan objek sewa. Menjelaskan pengertian pembiayaan, unsur-

unsur, jenis-jenis, fungsi pembiayaan, pengertian barang modal dan Fatwa 

DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002. Sebagai acuan pembahasan mengenai 

permasalahan dalam transaksi akad Ijarah Muntahiya Bittamlik. 

Bab III MEKANISME AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK 

TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL DI KSPPS BTM 

CABANG WIRADESA yang menjelaskan gambaran umum KSPPS BTM 

Cabang Wiradesa meliputi sejarah berdirinya BTM Cabang Wiradesa, visi 

dan misi, struktur organisasi, produk layanan, dan mekanisme pembiayaan 

barang modal yang terjadi di KSPPS BTM Cabang Wiradesa. 

Bab IV PENERAPAN FAATWA DSN MUI-MUI NOMOR 27/DSN-

MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK 

TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL DI KSPPS BTM 

CABANG WIRADESA, yang menjelaskan mekanisme akad Ijarah 

Muntahiya Bittmalik terhadap pembiayaan barang modal yang terjadi di 
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KSPPS BTM Cabang Wiradesa dan analisis penerapan fatwa DSN-MUI 

No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik terhadap 

pembiayaan barang modal yang dilakukan di KSPPS BTM Cabang Wiradesa. 

Bab V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai akhir 

dari pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah salah satu 

pembiayaan yang dapat melayani kebutuhan nasabah untuk 

kepemilikan barang modal dengan akad Ijarah dengan opsi 

perpindahan hak kepemilikan, dimana KSPPS BTM Cabang 

Wiradesa menyewakan objek kepada nasabah dalam jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa yang kemudian diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan objek dengan cara menghibahkan 

langsung kepada nasabah. 

Penerapan pembiayaan IMBT di KSPPS BTM Cabang 

Wiradesa yang dijalankan kurang sesuai karena mengandung multi 

akad, tetapi dalam pelaksanaan perpindahan objek sewa sudah 

sesuai dengan peraturan fatwa DSN nomor : 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik. Pembiayaan 

IMBT banyak diminati oleh masyarakat karena kebutuhan 

masyarakat terhadap kebutuhan barang untuk mendukung 

berjalannya usaha yang dilakukan oleh masyarakat. 
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B. Saran 

Untuk terus mendukung perkembangan dan meningkatkan 

kemajuan KSPPS BTM Cabang Wiradesa secara 

berkesinambungan maka sasaran pengembangan diarahkan kepada 

beberapa hal : 

Bagi KSPPS BTM Cabang Wiradesa, diharapkan 

memperluas pemasaran produk pembiayaan IMBT dikalangan 

masyarakat umum dan memberikan pelayanan yang lebih efektif 

agar dapat tercapai hasil yang lebih tinggi. 

Bagi masyarakat, diharapkan mencari informasi tentang 

produk pembiayaan IMBT dengan cara mendatangi KSPPS BTM 

Cabang Wiradesa kemudian bertanya secara langsung kepada 

Account Officer tentang produk pembiayaan IMBT, agar 

masyarakat tertarik dan berminat mengajukan produk pembiayaan 

IMBT. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara 

 

1. Produk apa saja yang ditawarkan BTM Wiradesa yang menggunakan akad 

IMBT ? 

2. Bagaimana mekanisme dalam melakukan pembiayaan IMBT (syarat, 

kriteria dan ketentuan lain yang harus dipenuhi,jaminan, serta alasan 

pemilihan akad) ? 

3. Apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang 

melakukan perjanjian akad IMBT ? 

4. Bagaimana kebijakan tentang biaya administrasi (asuransi, notaris, dll) 

yang muncul dari transaksi akad IMBT, serta siapa yang menanggung 

biaya tersebut ? 

5. Terkait dengan objek IMBT 

a. Jenis-jenis objek  IMBT ? 

b. Bagaimana cara perolehannya ? 

6. Bagaimana perhitungan/sistematika pembayaran angsuran dan jangka 

waktunya berapa lama ? 

7. Apakah BTM Wiradesa menambahkan margin (keuntungan) yang telah 

disepakati oleh para pihak ? 

8. Bagaimana kebijakan BTM dalam pemindahan kepemilikan objek IMBT, 

apakah dengan hibah atau menjual ? apabila dengan menjual maka 

bagaimana cara penetapan harga jualnya ? serta apakah di awal apakah ada 

janji dalam pemindahan kepemilikan ? 

9. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, bagaimana kebijakan yang 

dilakukan oleh pihak BTM Wiradesa ? 

10. Terkait dengan penyusutan objek, hal apa saja yang menjadi pertimbangan 

dalam menentukan metode penyusutan dan masa manfaat untuk 

menghitung beban penyusutan ? 
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11. Apakah masa manfaat objek akan sama dengan masa sewa objek tersebut 

? apakah ada perbedaan antara pencatatan beban penyusutan untuk 

transaksi Ijarah maupun IMBT ? 

12. Apabila terjadi kerusakan pada objek, siapa yang harus bertanggung 

jawabdalam pemeliharaan objek ? 

13. Ketika pelunasan dipercepat BTM Wiradesa mendapat keuntungan, 

keuntungan tersebut diakui apa ? 

14. Mengenai cadangan penurunan kerugian piutang untuk wanprestasi , 

apakah BTM Wiradesa sudah menerapkan hal tersebut ? 

15. Apakah pembiayaan IMBT diminati banyak orang ? dan produk apa saja 

yang paling diminati oleh banyak orang ? 

16. Bagaimana implementasi akad IMBT dalam pembiayaan ? 

17. Apa saja kendala dan keuntungan serta kelebihan dan kekurangan dalam 

melakukan pembiayaan akad IMBT ? 

18. Peran Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 dalam pembiayaan 

IMBT. 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Kampus IAIN Pekalongan 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari KPPS BTM 

Cabang Wiradesa 
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Lampiran 4 : Dokumentasi Foto 
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Lampiran 5 : Surat Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 
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Lampiran 6 : Fatwa DSN Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah   

Muntahiya Bittamlik 
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